
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 30 TAHUN 2007 

TENTANG 

E N E R G I 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa sumber daya energi merupakan kekayaan alam 

sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikuasai 

negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat; 

b. bahwa peranan energi sangat penting artinya bagi

peningkatan kegiatan ekonomi dan ketahanan nasional,

sehingga  pengelolaan energi yang meliputi penyediaan,

pemanfaatan, dan pengusahaannya harus dilaksanakan

secara berkeadilan, berkelanjutan, rasional, optimal, dan

terpadu;

c. bahwa cadangan sumber daya energi tak terbarukan

terbatas, maka perlu adanya kegiatan penganekaragaman

sumber daya energi agar ketersediaan energi terjamin;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk

Undang-Undang tentang Energi;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

Dengan . . . 



 

 
 

-  2  -

Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan :  UNDANG-UNDANG TENTANG ENERGI 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : 

1. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang 
dapat berupa panas, cahaya,   mekanika, kimia, dan 
elektromagnetika. 

2. Sumber energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan 
energi, baik secara langsung maupun melalui proses 
konversi atau transformasi. 

3. Sumber daya energi adalah sumber daya alam yang dapat 
dimanfaatkan, baik sebagai sumber energi maupun 
sebagai energi. 

4. Sumber energi baru adalah sumber energi yang dapat 
dihasilkan oleh teknologi baru baik yang berasal dari 
sumber energi terbarukan maupun sumber energi tak 
terbarukan, antara lain nuklir, hidrogen, gas metana batu 
bara (coal bed methane), batu bara tercairkan (liquified 
coal), dan batu bara tergaskan (gasified coal). 

5. Energi baru adalah energi yang berasal dari sumber energi 
baru.  

6. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang 
dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan 
jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, 
angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan 
air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.   

7. Energi  . . . 
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7. Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber 
energi terbarukan. 

8. Sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang 
dihasilkan dari sumber daya energi yang akan habis jika 
dieksploitasi secara terus-menerus, antara lain, minyak 
bumi, gas bumi, batu bara, gambut, dan serpih bitumen. 

9. Energi tak terbarukan adalah energi yang berasal dari 
sumber energi tak terbarukan. 

10. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua 
benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk 
manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi 
kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia 
serta makhluk hidup lain.  

11. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian 
upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan 
daya tampung lingkungan hidup.  

12. Badan usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum 
yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-
menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan, serta bekerja dan berkedudukan 
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

13. Bentuk usaha tetap adalah badan usaha yang didirikan 
dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia yang melakukan kegiatan dan 
berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-
undangan Republik Indonesia. 

14. Cadangan penyangga energi adalah jumlah ketersediaan 
sumber energi dan energi yang disimpan secara nasional 
yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan energi 
nasional pada kurun waktu tertentu. 

15. Penyediaan energi adalah kegiatan atau proses 
menyediakan energi, baik dari dalam negeri maupun dari 
luar negeri.  

16. Pemanfaatan energi adalah kegiatan menggunakan energi, 
baik langsung maupun tidak langsung, dari sumber 
energi. 

17. Pengelolaan energi adalah penyelenggaraan kegiatan 
penyediaan, pengusahaan, dan pemanfaatan energi serta 
penyediaan cadangan strategis dan konservasi sumber 
daya energi.  

18. Pengusahaan . . . 
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18. Pengusahaan energi adalah kegiatan menyelenggarakan 
usaha  penyediaan dan/atau pemanfaatan energi.  

19. Pengusahaan jasa energi adalah kegiatan 
menyelenggarakan usaha jasa yang secara langsung atau 
tidak langsung berkaitan dengan penyediaan dan/atau 
pemanfaatan energi. 

20. Cadangan energi adalah sumber daya energi yang sudah 
diketahui lokasi, jumlah, dan mutunya. 

21. Diversifikasi energi adalah penganekaragaman 
pemanfaatan sumber energi.  

22. Cadangan strategis adalah cadangan energi untuk masa 
depan.  

23. Konservasi energi adalah upaya sistematis, terencana, dan 
terpadu guna melestarikan sumber daya energi dalam 
negeri serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya.  

24. Konservasi sumber daya energi adalah pengelolaan 
sumber daya energi yang menjamin pemanfaatannya dan 
persediaannya dengan tetap memelihara dan 
meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.  

25. Kebijakan energi nasional adalah kebijakan pengelolaan  
energi yang berdasarkan prinsip berkeadilan, 
berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna 
terciptanya kemandirian dan ketahanan energi nasional. 

26. Dewan Energi Nasional adalah suatu lembaga bersifat 
nasional, mandiri, dan  tetap  yang bertanggung jawab 
atas kebijakan energi nasional. 

27. Rencana umum energi adalah rencana pengelolaan energi 
untuk memenuhi kebutuhan energi di suatu wilayah, 
antarwilayah, atau nasional.  

28. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah 
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan 
pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.  

29. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota 
dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah. 

30. Menteri adalah menteri yang bidang tugasnya bertanggung 
jawab di bidang energi.  

 

BAB  II  . . . 
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BAB II 

ASAS DAN TUJUAN 

 

Pasal 2 
 

Energi dikelola berdasarkan asas kemanfaatan, rasionalitas, 
efisiensi berkeadilan, peningkatan nilai tambah, keberlanjutan, 
kesejahteraan masyarakat, pelestarian fungsi lingkungan hidup, 
ketahanan nasional, dan keterpaduan dengan mengutamakan 
kemampuan nasional.  
 

Pasal 3 
 

Dalam rangka mendukung pembangunan nasional secara 
berkelanjutan dan meningkatkan ketahanan energi nasional, 
tujuan pengelolaan energi adalah: 

a. tercapainya kemandirian pengelolaan energi;  

b. terjaminnya ketersediaan energi dalam negeri, baik dari 
sumber di dalam negeri maupun di luar negeri;  

c. tersedianya sumber energi dari dalam negeri dan/atau luar 
negeri sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk: 

1. pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri;  

2. pemenuhan kebutuhan bahan baku industri dalam 
negeri; dan 

3. peningkatan devisa negara;  

d. terjaminnya pengelolaan sumber daya energi secara 
optimal, terpadu, dan berkelanjutan;  

e. termanfaatkannya energi secara efisien di semua sektor;  

f. tercapainya peningkatan akses masyarakat yang tidak 
mampu dan/atau yang tinggal di daerah terpencil terhadap 
energi untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran 
rakyat secara adil dan merata dengan cara: 

1. menyediakan bantuan untuk meningkatkan 
ketersediaan energi kepada masyarakat tidak mampu;  

2. membangun infrastruktur energi untuk daerah belum 
berkembang sehingga dapat mengurangi disparitas 
antardaerah;  

 

g. tercapainya . . . 


